BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan

negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan
nepotisme diperlukan komitmen Penyelenggara Negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
untuk melaporkan harta kekayaannya;

bahwa pelaporan harta kekayaan Penyelengara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun
2019 tentang tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
perlu dilakukan penyesuaian untuk mendukung
tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti;



Mengingat

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4968;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberaoa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah | dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Tahun
2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Tahun
2024 Nomor 798);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR |11 TAHUN 2019 TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH @ KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 11
Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 52 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 11
Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 52), diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:



(1)
(2)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Pasal 2
Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.

Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib
menyampaikan LHKPN adalah:

a. Bupati;

b. wakil Bupati;

c. pejabat Eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

d. pejabat Eselon Il atau Jabatan Administrator;

e. bendahara penerimaan dan pengeluaran OPD;

f. Pejabat Fungsional Auditor;

g. pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di
Inspektorat Daerah;

h. komisaris, direktur dan/atau pejabat struktural lainnya pada
Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;

i. Ajudan Bupati;

j- kepala desa;

k. penyelenggara negara tertentu atas permintaan KPK; dan

l. anggota legislatif.

Nama Pejabat wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
LHKPN kepada KPK pada saat:

a. pertama kali menjabat sebagai Penyelenggara Negara;

b. berakhirnya masa jabatan dan/atau pensiun sebagai Penyelenggara
Negara;

c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirnya masa jabatan; dan

d. masih menjabat.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf
c wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan pensiun/pengangkatan
kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai
Penyelenggara Negara.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib disampaikan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per
tanggal 31 Desember tahun laporan.

LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disampaikan dalam
Jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
disampaikan secara eletronik melalui laman resmi KPK yaitu www.e-
lhkpn.kpk.go.id.




Pasal II

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari
2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 2\ NvEMpER 2070

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 2\ Novemeee 2090

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
="

BAMBANG SUPRIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 3¢



